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TENTANG 

PAJAK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PADANG LAWAS, 

Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sin t i 
Pendapatan Ash i Daerah yang penting 
membiayai pelaksanaan pemerintah daerah 
bertujuan untuk kesejahteraan masyarak ;it di 
daerah: 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayitt (1) 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 te! 1 1 ,i ig 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka 
Daerah telah diatur dengan Peraturan h 
Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun Hi 
tentang Pajak Daerah; 

c. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dirmik ;Ltd 
pada huruf b diatas telah mengalami pertumk n 
ekonomi dan penghapusan objek, sel w,a 
dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif paH 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai!1 !: ,iia 
dimaksud huruf a, huruf h, dan huruf c, r u 
menetapkan Peraturan Daerah tentang ,k 
Daerah. 

Vlengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 t n l ig 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Re! Ik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tam n 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 H. lig 
Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung
Keuangan Negara (Lembaran Negara Re! ) !, , ! , 1 ,k 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tani! • fl

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 t.c . ! ! ! iig 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran • -a 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I .25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indn. sia 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tc lg 
Pembentuka.n Kabupaten Padang Lawas di Pr nsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Re: 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tani : • n 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 . 



6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcw Ing 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Norm '1), 
Tambahan Lembaran Negara Republik ln(I ia 
Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 t&-
Perubahan Atas Undang-Undang ,Nomor 23 H [n 
2006 tentang Administrasi Kependu, in 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ) . 3 
Nomor 232); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcrwing 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcul )1 ik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam . 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
sebagaimana telah diubah beberapa kali tc. , I ir 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia f', ( ‘ , 11Dr 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Republik Indonesia Nom ,
Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 5 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Ry , ii ik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun )05 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind( ia 
Nomor 4576); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun .6 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 22 t 9 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem -y•ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind ii
Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 '1‘ ,.hun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keui an 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam N ri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 1,:, - • 111a 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonp 1 3 

Tahun 2006 tentang Pedoman Peng( . 1 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Inck 
Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nnnor 
07 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Peng tn 
Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas H. 1 - or 
05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tat I ja 
Perangkat •Daerah Kabupaten Padang \ .as 
(Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas H 1 , 1n 

201.6 Nomor 05). 



Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LA\\' , \ ; 

dan 
BUPATI PADANG LAWAS 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PA 
LAWAS TENTANG PAJAK DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Wilayah Kabupaten Padang Lawas. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Lawa: 
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas. 
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di 1 ) ig 

perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangi ; 
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Padang Lawas. 
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi tj Lb 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan \. nig 
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merup:t i n 
kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi per n 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan ' ' 
Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ci n 
nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Kopera n 
Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi f ,̀.; a, 

Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 1 r k 
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk Ha 
tetap. 

9. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh ' 
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahwan 

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, vang 

mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariw i i, 

pesang-grahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumall .()s 

dengan jumlah kamar lebih dan i 10 (Sepuluh). 
11. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan dan jasa yang diseciial..an 

oleh restoran. 
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minLin 

dengan dipungut bayaran yang mencakup juga Rumah Mn in, 

Kafetaria, Kantin, Warung, Bar dan sejenisnya termasuk a 
boga/catering. 

13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permni l lan 

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang dibentuk an 

corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenni i fl ,



menganjurkan, mempromosikan atau untuk perhatian tmrn 
terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, cl :( a, 
didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. 

17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga rik, 
baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dan i sumber lain. 

18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak kc n 
pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral. bukan logarn Hn 
batuan, baik dan i sumber alam di dalam dan/atau permukaan tini 
untuk dimanfaatkan. 

19. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam ( Ian 
batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perui , I . ng-
undangan di bidang mineral dan batubara. 

20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir 
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok , ; . 1 la 
maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan 1 at 
penitipan kenderaan bermotor. 

21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kenderaan yang k 
bersifat sementara. 

22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan u 
pemanfaatan air tanah. 

23. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau b. , L n 
dibawah permukaan tanah. 

24. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengan 
dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 

25. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, 
collocalia fuchliap haga, colloclia m.axina, collocalia asculanto n 
collocalia linchi. 

26. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah k 
atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dart :
dimanfaatkan oleh barang pribadi atau badan, kecuali kawasan • 1 .g 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan 11 

pertambangan. 
27. Bumi adalah permukiman bumi yang meliputi tanah, pct 

pedalaman di wilayah Kabupaten Padang Lawas. 
28. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilet: i 1, an 

secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman. 
29. Nilai jual objek Pajak, yang .selanjutnya disingkat NJOP, adalah -La 

rata-rata yang diperoleh dan i transaksi jual beli yang terjadi 
wajar, dan bilamana tidak terjadi transksi jual beli, NJOP ditent.tti.:an 
melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau 
perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

30. Bea Per.olehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajalc 1 s 
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

31. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan ttHu 
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas 
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. 

32. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, tern. ,,k 
hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimat di 
maksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangun' ,

33. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dike n 
pajak. 

34. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pemba.\, . ii 

pajak, pemotong pajak dan pemungutan pajak yang mempuny , k 
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perain ,a n 
perundang-undangan perpajakan daerah. 



35. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kelender atau j . l:a 

waktu lain yang diatur dengan peraturan bupati paling lama 3 ; ga) 

bulan kelender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak 111 
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang. 

36. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Ltnn 

kelender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku Hug 
tidak sama dengan tahun kelender. 

37. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatil , t, 
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun k 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpn n 
daerah. 

38. Pemungut adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan i penghim i n 
data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak ig 
terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib k 
pengawasan penyetorannya. 

39. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Daerah, yang sela, \ a 
disingkat SPPTD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digu
untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, w 1(k 
pajak dan / atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewH nn 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpaI I 1-1 
daerah. 

40. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selajutnya disingkat I ).), 
adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan (1,11.a 
subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perk()1 , ,an 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daera I 

41. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, a I h 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan ci, 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kf' as 
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati. 

42. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat V 'I), 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jt, , . h 
pokok pajak yang terutang. 

43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya dish 
SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besa! iya 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ter lag 
kepada Wajib Pajak. 

44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanyd , lya 
disingkat SKPDKB, adalah" surat ketetapan pajak yang menenl Lan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajal, g 

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya dis. , : 

SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah lank 
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak H k 
terutang dan atau seharusnya tidak terutang. 

47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selan: a 
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menen 
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak yh 
besar dan i pada jumlah pajak yang terutang atau seharusnya ! k 
terutang. 

48. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, ala h 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi adminisl if 
berupa bunga dan/atau denda. dan 

49. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan [g 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dar, , u 



kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam pent' , :n 
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam rat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SI<
SKPD Kurang Bayar, SKPD Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketet i ! )nn 
Kurang Bayar Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, it 

Tagihan Pajak Daerah, Surat Pembetulan, atau Surat Kepi_, n 
Keberatan. 

BAB II 
JENIS-JENIS PAJAK 

Pasal 2 
Jenis Pajak terdiri atas : 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g. Pajak Parkir; 
h. Pajak Air Bawah Tanah; 
i. Pajak Sarang Burung Walet; 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

Bagian Pertama 
PAJAK HOTEL 

Paragraf 1 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak 

Pasal 3 
(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan r.g 

disediakan oleh Hotel/Penginapan dengan pembayaran, termasiN. , 
penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberii:an 
kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, makm an 

dan hiburan. 
(2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh 11 )1. ,1 

dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengka pan 
Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, 
termasuk fasilitas olahraga, makanan dan hiburan. 

(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasi 1 tas 
telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, 
transpotasi dan sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hot ] . 

(4) Tidak termasuk objek pajak Hotel sebagaimana dimaksud padil vat 
(1) adalah: 
a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerir, a h 

atau Pemerintah Daerah; 
b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya; 
c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagarn.1 n; 
d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti 

panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan 
e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggai-

oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 



Pasal 4 
(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakul.:Ln 

pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusal -ut1: n 
hotel. 

(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan 
mengusahakan hotel. 

Paragraf 2 
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel 

Pasal 5 
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau . hg 
seharusnya dibayar kepada Hotel. 

Pasal 6 
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 °A) (sepuluh persen). 

Pasal 7 
(1) Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung denga, -a 

mangalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 deng,ai ; 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

(2) Pajak Hotel yang terutang dipungut diwilayah Hotel berlol; di 
wilayah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. 

Bagian Kedua 
Pajak Restoran 

Paragraf 1 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak 

Pasal 8 
(1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan ffig 

disediakan oleh restoran, termasuk rumah makan, kafetaria, 
warung makan dan minuman/kopi, jasa boga dan katering. 

(2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan doh 
restoran. 

(3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksuci t.la 
ayat (1) adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau mit . !:Ln 
yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat 
maupun di tempat lain. . 

(4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud 1 - via 
ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang ! ; : jai 
penjualannya dibawah Rp. 500.000,-/bula.n (lima ratus ribu iuh 
per bulan). 

Pasal 9 
(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan 

membeli makanan atau minuman dan i restoran. 
(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan ng 

mengusahakan restoran dan/atau pihak lain yang mela1.t 1 K,tn 
kegiatan yang memanfaatkan makanan dan minuman 

Paragraf 2 
Dasar Pengenaan, Tarif dan cara Perhitungan Pajak 

Pasal 10 
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran i g 
diterima atau yang seharusnya diterima restoran. 



Pasal 11 
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

Pasal 12 
(1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengai i ,I -a 

mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dui 
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 

(2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Pemerir, n 
Kabupaten Padang Lawas. 

Bagian Ketiga 
Pajak Hiburan 

Paragraf 1 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak 

Pasal 13 

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas 1 ;a 
penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. 

(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan
dipungut bayaran. 

(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. tontonan film; 
b. pegelaran kesenian, musik, tan i dan/atau busana; 
c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; 
d. pameran; 
e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; 
f. sirkus, akrobat dan sulap; 
g. pacuan kuda, kenderaan bermotor dan permainan ketangi [ 1, 

dan 
h. panti pijat, refleksi, mandi uap / spa, dan pusat kebugaran :s 

center). 
(4) Dikecualikan dan i objek Pajak Hiburan adalah penyeleng 

hiburan yang bersifat sosial dan non komersil. 

(1) 

(2) 

Pasal 14 
Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan , [ng 
menikmati hiburan 
Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan , iig 
menyelenggarakan Hiburan. 

Paragraf 2 
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan 

Pasal 15 
(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang di , . Ina 

atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan. 
(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud :(1a 

ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma Lug 
diberikan kepada penerima jasa hiburan. 

Pasal 16 
(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) 
(2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecat : t 

diskotik, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan 
uap, tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh 



(3) 

(4) 

Khusus hiburan karaoke keluarga tarif pajak hiburan ditet' n 
sebesar 15% (lima belas persen), 
Khusus hiburan kesenian rakyat/untuk pagelaran kesenian, 
tan i dan/atau busana berkelas local/tradisional sebesar 0' ,, o1 
persen). 

Pasal 17 
(1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengai ,

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 d ,
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal I H vat 
(1). 

(2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut diwilayah 
penyelenggaraan hiburan. 

Bagian Keempat 
Pajak Reklame 

Paragraf 1 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak 

Pasal 18 
(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas ta 

penyelenggaraan Reklame. 
(2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. 
(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Reklame papan/billboard/videtron/megatron dan sejenisnyl 
b. Reklame kain, sunscreen, spanduk, vertical banner (Ian 

sejenisnya; 
c. Reklame melekat/ stiker; 
d. Reklame selebaran; 
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 
f. Reklame branding, walpainting dan sejenisnya, 
g. Reklame udara; 
h. Reklame apung; 
i. Reklame suara; 
j. Reklame film/slide; dan 
k. Reklame peragaan. 

(4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah: 
a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, r a 

harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya; 
b. Label/ merk produk yang melekat pada barang 

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dan i tuk 
sejenis lainnya; 

c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang meleka. ( 
bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan ti 
dengan ketentuan yang mengatur nama mengenai u 
profesi tersebut; 

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Peme , i h 
Daerah; 

Pasal 19 
(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan 1g 

menggunakan reklame. 
(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan l ig 

menyelenggarakan reklame. 



Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsum
orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang
atau badan tersebut. 
Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, , 
ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. 

Paragraf 2 
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame 

Pasal 20 
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame 
Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai 
reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditet , ,n 
berdasarkan nilai kontrak reklame. 
Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa TRH: ie 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung cl, 
memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, si 
penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumla n 
ukuran media reklame. 
Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada a_, 12) 
tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa RcLHnie 
ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagal ' , . 11 la 
dimaksud pada ayat (3). 
Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksuc [a 
ayat (3) adalah hasil penjumlahan dan i Nilai Jual Objek ' !ak 
Reklame dan Nilai Strategis Reklame. 
Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaiman dimaksud , ( la 
ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 21 
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 °A (Dua puluh lima perse,

Pasal 22 
Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengai t i -a 
mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan 
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 

(6) .
Pajak .Reklame yang terutang dipungut ditempat re me 
diselenggarakan di Kabupaten Padang Lawas. 

Bagian Kelima 
Pajak Penerangan Jalan 

Paragraf 1 
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak 

Pasal 23 
Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak 
penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri mauput ig 
diperoleh dari sumber lain. 
Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga k 
baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dan i si . . 
lain. 
Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada a' (1) 
meliputi seluruh pembangkit listrik. 
Dikecualikan dan i Objek Pajak Penerangan Jalan sebaga ! La 
dimaksud pada ayat (1) adalah: 



a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan 
pemerintah daerah; 

b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan 
oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan timbal 
balik; dan 

c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri 
kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dan i Si 
teknis terkait. 

Pasal 24 
(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau In 

yang dapat menggunakan tenaga listrik. 
(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badal , rig 

menggunakan tenaga listrik. 
(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib tk 

Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. 

Paragraf 2 
Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Pajak Penerangan Jalai 

Pasal 25 
(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual 

Listrik. 
(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada a' 

ditetapkan: 
a. Dalam hal tenaga listrik berasal dan i sumber lain d( 

pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah 1. , 
biaya beban/ tetap ditambah dengan biaya pem. . i n 
kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik; 

b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual '1 (‘ , 14a 
Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, t i l 1 , 1K at 
penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan 
satuan listrik yang berlaku di daerah. 

Pasal 26 
Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10 % (sr ih 
persen). 
Penggunaan tenaga listrik dan i sumber lain oleh in H, 
pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penei ;r1 
Jalan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen). 
Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif j.tk 
Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu setengah pert-

Pasal 27 
(1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan terutang dihitung c!, 

cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pas 26 
dengan pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , \ at 
(1). 
Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah ten_pat 
penggunaan tenaga listrik. 
Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana kan 
untuk penyediaan penerangan jalan melalui mekanisme anf:mran 
yang berlaku. 

(2) 

(3) 



Bagian Keenam 
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 

Paragraf 1 
Nama, Objek, Subjek dan wajib Pajak 

Pasal 28 
(1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dip

pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan 
baik dan i sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi ! , i 
dimanfaatkan. 

(2) Objek Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adalah k( n 
pengambilan mineral bukan Logam dan Batuan yang meliputi : 

a. Asbes; 
b. Batu tulis; 
c. Batu setengah permata; 
d. Batu kapur; 
e. Batu apung; 
f. Batu permata; 
g. Bentonit; 
h. Dolomite; 
i. Feldspar; 
j. Garam batu ( halite ); 
k. Grafit; 
1. Granit / andesit; 
m. Gips; 
n. Kalsit; 
o. Kaolin; 
p. Leusit; 
q. Maknesit; 
r. Mika; 
s. Marmer; 
t. Nitrat; 
u. Opsidien; 
v. Oker; 
w. Pasir dan kerikil; 
x. Pasir kuarsa; 
y. Perlit; 
z. Phospat; 
aa. Talk; 
bb. Tanah serap (fullers earth); 
cc. Tanah daitome; 
dd. Tanah hat; 
ee. rawas (alum); 
ff. Tras; 
gg. Y,arosif; 
hh. Zeloit; 
ii. Basal; 
jj. Trakkit; dan 
kk. Mineral bukan logan dan batuan lainnya sesuai c

ketentuan perundang-undangan. 
Dikecualikan dan i objek Pajak Mineral Bukan Logam dan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batua: I n 

Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara kornv .
seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan . 
tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman 1 el 
listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; 

(3) 



b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan batuat ig 
merupakan ikutan dan i kegiatan pertambangan lainnya 
tidak dimanfaatkan secara komersial. 

Pasal 29 
(1) Subjek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang

atau badan hukum yang dapat mengambil dan/atau memanfir 
Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan orang pribadi utu 
badan hukum yang mengambil dan/atau yang memanfi 
Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

Paragraf 2 
Dasar Pengenaan, Tarif dan cara Perhitungan Pajak 

Pasal 30 
(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan . 

nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. 
(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung c. , ,m 

mengalihkan volume/ tonase/ kubikasi ;i1 
pengambilan/pemanfaatan dengan nilai pasar atau harga 111' 

masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. 
(3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga ra 

yang berlaku dilokasi setempat di daerah. 
(4) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan Ria 

harga patokan mineral bukan logam dan batuan yang ditetapka: 
Gubernur. 

Pasal 31 
Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesai 
(dua puluh lima persen). 

Pasal 32 
(1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebagai ! , - Ina 
dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan tk 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). 

(2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang di 
wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logan! 1.In 
Batuan. 

(3) 

Bagian Ketujuh 
Pajak Parkir 
Paragraf 1 

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak 
Pasal 33 

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyeleng in 
tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan ber, . , in 
dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu I a, 
termasuk penyediaan tempat penitipan kenderaan bermotor. 
Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir tr 
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok ia 
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk peny, l,111 

tempat penitipan kenderaan bermotor. 
Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada a 1 ) 
adalah: 



a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemeril tah 
daerah; 

b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah yang ! ia 
digunakan untuk karyawannya sendiri; dan 

c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsul, tn 
perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik. 

Pasal 34 
(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau baciar. ig 

melakukan parker kenderaan bermotor. 

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang priadi atau badan 
menyelenggarakan tempat parkir. 

Paragraf 2 
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak 

Pasal 35 
(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atal 

seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir 
(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pac at 

(1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cunm ig 

diberikan kepada penerima jasa parkir. 

Pasal 36 
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen). 

Pasal 37 
(1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung denga: ra 

mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pa , V-) 
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimasud dalan-, al 
35. 

(2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di daerah tempat 1:ir 
berlokasi. 

Bagian Kedelapan 
Pajak Air Bawah Tanah 

.Paragraf 1 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak 

Pasal 38 
Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengam;,ilan 
dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 
Objek Polak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanladtan 
Air Tanah. 
Dikecualikan dan i objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan 
dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar ruaah 
tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadat an. 

Pasal 39 
Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang cl Fat 
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 
Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan \ a ig 
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 



Paragraf 2 
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak 

Pasal 40 
(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Teti 

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangft&n 
sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut : 
a. Jenis sumber air; 
b. Lokasi sumber air; 
c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 
d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 
e. Kualitas air; dan 
f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan 1( h 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air. 
(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pad / 

(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman ,cia 
nilai perolehan air tanah yang ditetapkan Gubernur. 

Pasal 41 
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). 

Pasal 42 
(1) Besaran pokok Air Tanah yang terutang dihitung dengai . a 

mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam - 1 
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam -;a1 
40 ayat (1). 

(2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah temp. ir 
diambil. 

Bagian Kesembilan 
Pajak Sarang Burung Walet 

Paragraf 1 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak 

Pasal 43 
(1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajal, i .ts 

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 
(2) Objek Pajak Sarang Bururig Walet adalah pengambilan dan u 

pengusahaan sarang burung walet. 
(3) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada a , 1) 

adalah pengambilan sarang burung walet yang diku , . n 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Pasal 44 
(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau , n 

yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan :11g 
burung walet. 

(2) Waji Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau n 
yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan . 11g 
burung walet. 



Paragraf 2 
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak 

Pasal 45 
(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nila. _tal 

Sarang Burung Walet. 
(2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada n ( 1) 

dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum ig 
burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang 1 lig 
walet. 

Pasal 46 
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (s(
persen). 

Pasal 47 
(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dfl.H , Ing 

dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud ,t m 
pasal 45 ayat (1). 

(2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di daerah tcnipat 
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 

Bagian Kesepuluh 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Paragraf 1 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak 

Pasal 48 
(1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkot 

pungut Pajak atas Bumi dan / atau Bangunan yang dimiliki, di' -ai 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan ky m ui 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebtwari, 
perhutanan dan pertambangan. 

(2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 1 h 
Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dal . , mLU 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasai ng 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanai 
pertambangan. 

(3) Termasuk dalam pengertian•bangunan adalah: 
a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks Bar 

seperti Hotel, Pabrik dan emplasemennnya yang meru in 
suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut; 

b. Jalan tol; 
c. Kolam renang; 
d. Pagar mewah; 
e. Tempat olah raga; 
f. Galangan kapal, dermaga; 
g. Taman mewah; 
h. Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas ioa

minyak, dan 
i. Menara. 

(4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangu Ian 
Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang; 
a. Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah ilk 

penyelenggaraan Pemerintahan; 



b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan um Ii 
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kehu( n 
nasional, yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntui! 

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau h 
sejenis dengan itu; 

d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan v. 
taman nasional, tanah penggembalaan dan dikuasai oleh 
dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak; 

e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan ko! 1 a 
berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan 

f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga interna II 
yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

Pasal 49 
(1) Setiap orang pribadi dan badan yang memiliki, menguasai 

memperoleh manfaat atas dan/atau bangunan wajib mendatt n 
objek pajaknya tersebut ke Badan Pendapatan Pengelola Kett n 
dan Aset Daerah. 

(2) Dalam hal orang pribadi clan badan yang memiliki, menguasa: . .0 
memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan sebagal : . i 
dimaksud ayat (1) tidak mendaftarkan objek pajaknya maka , 
dilakukan pendaftaran oleh instansi yang berwenang. 

Pasal 50 
(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan t iah 

orang pribadi atau badan yang secara nyata dapat mempunyai
hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 

(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yc.h 
orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatti 1 1 k 
atas Bumi dan/atau manfaat atas Bumi, dan/atau 
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

Pasal 51 
(1) Dalam hal ,atas suatu Objek Pajak belum jelas diketahui 

pajaknya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapl.:an 
subjek pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) schi , (4ai 
wajib pajak. • 

(2) Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1.) 
dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati '.au 
Pejabat yang ditunjuk bahwa Subjek pajak tersebut bukan 
Pajak terhadap objek pajak dimaksud. 

(3) Bila Keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagat . t . 1- a 
dimaksud dalam ayat (2) disetujui, maka bupati atau Pejabat 
ditunjuk dapat membatalkan penetapan sebagai Wajib P ak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu 1 
bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. 

(4) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupat . • u 
Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Surat Keputusan Pen, . 
dengan disertai alasan-alasannya. 

(5) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterin \ a 
keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Bupati .0 
Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka kete!-
yang diajukan itu dianggap disetujui. 



Paragraf 2 
Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, 

Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif 
Pasal 52 

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sc >ar 
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 

Pasal 53 
(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Thn 

Perkotaan adalah NJOP. 
(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditet n 

setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu J It 
ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahm 

(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada a (2) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 54 
(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yan ,

Jual Objek Pajaknya sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu . .ir 
rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen). 

(2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yann H ii 
Jual Objek Pajaknya antara 1.000.000.001,- (satu milyar satu 1- , . L i) 
sampai dengan 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ditet, . , n 
sebesar 0,15 % (nol koma satu lima persen). 

(3) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yanp, Ni lai 
Jual Objek Pajaknya antara 3.000.000.001,- (tiga milyar satu rt 11) 
sampai dengan 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ditet n 
sebesar 0,2 % (nol koma dua persen). 

(4) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yari-
Jual Objek Pajaknya diatas 7.000.000.000,- (tujuh milyar 
ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen). 

Pasal 55 
(1) Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Per!: n 

yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif I , E1 

dimaksud dalam Pasal 54 dengan dasar pengenaan k 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) setelah chi< 

Nilai Objek Pajak tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud t -n 
Pasal 52. 

(2) Tempat pajak yang terutang adalah wilayah daerah yang mcl 1 ,1..6 

letak objek pajak. 
(3) Tata eara penghitungan Pajak Bumi Bangunan yang tei • ng 

dihitung secara progresif sesuai tarif masing-masing NJOP. 

Bagian Kesebelas 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Paragraf 1 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak 

Pasal 56 
(1) Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banui i n 

dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangui) , 
(2) Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 
(3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagai 111.11 la 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Pemindahan hak, karena; 



1) Jual beli; 
2) Tukar menukar; 
3) Hibah; 
4) Hibah wasiat; 
5) Waris; 
6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 
7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 
8) Penunjukan pembeli dalam lelang; 
9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kek i n 

hukum tetap; 
10) Penggabungan usaha; 
11) Peleburan usaha; 
12) Pemekaran usaha; atau 
13) Hadiah. 

b. Pemberian hak baru, karena; 
1) Kelanjutan pelepasan hak; atau 
2) Diluar pelepasan hak 

(4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. Hak milik; 
b. Hak guna usaha; 
c. Hak guna bangunan; 
d. Hak pakai; 
e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan 
f. Hak pengelolaan. 

(5) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tam n 
/ atau Bangunan adalah Pajak yang diperoleh: 
a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas pent. n 

timbal balik; 
b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan/atau 

pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; 
c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditet n 

dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat k 

menjalankan usaha atau tidak melakukan kegiatan lain H ir 
fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebui 

d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau 1 a 
perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nanl, ,

e. Orang pribadi atau badan karena wakaf; dan 
f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepeni n 

ibadah. 

Pasal 57 
Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan H h 
orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas 'H! h 
dan/atau Bangunan. 
Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan h 
orang Pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas 
dan/atau Bangunan. 



Paragraf 21 
Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, 

Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif 
Pasal 58 

(1) Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Ban ri 
adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. 

(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada av' 
dalam hal : 
a. Jual beli adalah harga transaksi 
b. Tukar menukar adalah nilai pasar 
c. Hibah adalah nilai pasar 
d. Hibah wasiat adalah nilai pasar 
e. Waris adalah nilai pasar 
f. Pemasukan dalam perseroan atau hukum lain adalal I ti 

pasar 
g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalal. 

pasar 
h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim 

mempunyai kekuatan hukum tatap adalah nilai pasar. 
i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan ri 

pelepasan hak adalah nilai pasar. 
j. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak idHh 

nilai pasar 
k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar 
1. Peleburan usaha adalah nilai pasar 
m. Pemekaran usaha adalah pasar 
n. Hadiah adalah nilai pasar, dan/atau 
o. Penunjuk pembeli dalam lelang adalah harga transaksi v t tg 

tercantum dalam rislah lelang 
(3) Jika Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud paciL 

(2) huruf "a" sampai dengan huruf "n" tidak diketahui atau I . )11-1 
rendah pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak L ri 
dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengcnlan 
yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. 

(4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dim' L' d 
pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, !‘, ;C. P 

pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keter:! 
NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. 

(5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan scga!H-1. ra 
dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara. 

(6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagai. .— r a 
dimaksud pada Ayat (3) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan I k 
atau instansi yang berwenang di Kabupaten Padang Lawas. 

(7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak tidak kena pajak ditet ; :n 
sebesar Rp.60.000.000,00 ( Enam Puluh juta Rupiah) untuk p 

Wajib Pajak. 
(8) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak k 

perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang di terima , ,:-: , : !g 
pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam ris 
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke 
dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetr: : 
sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah). 

(9) Pengenaan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaw a 
dimaksud pada ayat (7) dan (8) hanya diberikan 1 (satu) kali 1<, c a 
setiap wajib pajak dalam satu tahun kalender. 



1) Jual beli; 
2) Tukar menukar; 
3) Hibah; 
4) Hibah wasiat; 
5) Waris; 
6) Pernasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 
7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 
8) Penunjukan pernbeli dalam lelang; 
9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kel< n 

hukum tetap; 
10) Penggabungan usaha; 
11) Peleburan usaha; 
12) Pemekaran usaha; atau 
13) Hadiah. 

b. Pemberian hak baru, karena; 
1) Kelanjutan pelepasan hak; atau 
2) Diluar pelepasan hak 

(4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. Hak milik; 
b. Hak guna usaha; 
c. Hak guna bangunan; 
d. Hak pakai; 
e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan 
f. Hak pengelolaan. 

(5) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tam n 
/ atau Bangunan adalah Pajak yang diperoleh: 
a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perU n 

timbal balik; 
b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan/atau 

pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; 
c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditet n 

dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat 
menjalankan usaha atau tidak melakukan kegiatan lain 1 , 'Jr 
fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebui 

d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau I ! .a 
perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nai l

e. Orang pribadi atau badan karena wakaf; dan 
f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepern , n 

ibadah. 

Pasal 57 
Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan HiL.h 
orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas h 
dan/atau Bangunan. 
Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan h 
orang Pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas 
dan/atau Bangunan. 



Paragraf 21 
Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, 

Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif 
Pasal 58 

(1) Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Ban, n 
adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. 

(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada avH t 
dalam hal : 
a. Jual beli adalah harga transaksi 
b. Tukar menukar adalah nilai pasar 
c. Hibah adalah nilai pasar 
d. Hibah wasiat adalah nilai pasar 
e. Waris adalah nilai pasar 
f. Pemasukan dalam perseroan atau hukum lain adalal - I ti 

pasar 
g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalal. ti 

pasar 
h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim vng 

mempunyai kekuatan hukum tatap adalah nilai pasar. 
i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan ri 

pelepasan hak adalah nilai pasar. 
j. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak Etch teih 

nilai pasar 
k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar 
1. Peleburan usaha adalah nilai pasar 
m. Pemekaran usaha adalah pasar 
n. Hadiah adalah nilai pasar, dan/atau 
o. Penunjuk pembeli dalam lelang adalah harga transaksi v t tg 

tercantum dalam rislah lelang 
(3) Jika Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pad; It 

(2) huruf "a" sampai dengan huruf "n" tidak diketahui atau )11-1 
rendah pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak L ir i 
dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengcn< ian 
yang dipakai adalah NJOP Pajak Burni dan Bangunan. 

(4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dim d 
pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, H H P 
pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keter: n 
NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. 

(5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan scga a 
dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara. 

(6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagai . : . a 
dimakslid pada Ayat (3) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan k 
atau instansi yang berwenang di Kabupaten Padang Lawas. 

(7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak tidak kena pajak ditel 
sebesar Rp.60.000.000,00 ( Enam Puluh juta Rupiah ) untuk 
Wajib Pajak. 

(8) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak L k 
perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang di terima
pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalarn ris 
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke I 
dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditet—
sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah). 

(9) Pengenaan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagai- r a 
dimaksud pada ayat (7) dan (8) hanya diberikan 1 (satu) kali k, 1 ,Hc.a 
setiap wajib pajak dalam satu tahun kalender. 



Pasal 59 
Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan s( 
5% (Lima Persen) 

Pasal 60 
(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunai g 

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebaga i ! I a 
dimaksud dalam pasal 59 dengan dasar pengenaan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) setelah 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebage a 
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7) atau ayat (8). 

(2) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dim 
dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n k 
diketahui atau lebih rendah dan i pada NJOP yang digunakan 1'71 
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terj , a 
perolehan, maka besaran pokok Bea Perolehan Hak atas TanaL i n 
Bangunan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan ; t, if 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan NJOP Pajak 
dan Bangunan setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak k 
Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (7) ata 
(8) 

(3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang tei  t g 
dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan/atau Ban , n 
berada. 

Paragraph 3 
Saat Terutang Pajak dan Pelaporan Objek Pajak 

Pasal 61 
(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan g 

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagain-i,r. a 
dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Pernichan 
Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pHsal 
58 ayat (7) atau ayat (8). 

(2) Saat terutangnya Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan!cau 

Bangunan ditetapkan untuk: 
a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganillya 

akta; 
b. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat (Ian 

ditandatanganinya akta; 
c. Waris adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya ad t; 

d. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan 
ditandatanganinya akta; 

e. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaft Lt n 
peralihan haknya ke kantor pertanahan; 

f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya ,L.h 
sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, 

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah 
tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilar; g 
mempunyai kekuatan hukum tetap; 

i. Pemberian hak bangunan atas tanah sebagai kelanjuta, . 1 ri 
pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya -:it 
keputusan pemberian hak; 

j. Pemberian hak bangunan diluar pelepasan hak acialah 
tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; 



(3) 

k. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat cian 
ditandanganinya akta; 

1. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat 
ditandatanganinya akta; 

m. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat an 
ditandatanganinya usaha; 

n. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangaili , a 
akta; dan 

o. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. 
Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya per n 
hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Paragrap 4 
Ketentuan Bagi Pejabat 

Pasal 62 
(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menanclaU ,

akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah b 
Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD. 

(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara • a 
dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Li h 
dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan ti 
pembayaran pajak berupa SSPD. 

(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat mela . n 
pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Ha. s 
Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran k 
berupa SSPD. 

Pasal 63 
(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor 1:g 

membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatat , a 
atau risalah lelang perolehan Hak atas Tanah dan/atau Ban- n 
kepada daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) n 
berikutnya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi p ) It 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan per , • n 
Bupati. 

Pasal 64 
(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor : ig 

membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar kete. . . : n 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) dan ayitt (2) 
dikenakan sanksi administratif berupa denda sc.by:-;tr 
Rp.7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk p 
pelanggaran. 

(2) Pejabat pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor tug 
membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar keterma n 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dikenakan sanksi 
administratif berupa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratu: l irra 
puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan. 

(3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar keten tua n 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dikenakan smksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



BAB III 
PEMUNGUTAN PAJAK 

Bagian Pertama 
Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, dan Tahun Pajak 

Pasal 65 
Masa pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, P. : ; a k 
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logan an
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung 
Walet adalah 1 (satu) bulan kalender. 

Pasal 66 
(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. 
(2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menuriat 

keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari. 

(1) 
(2) 

Pasal 67 
Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. 
SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan 
benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan I« p. tc.a 
Bupati atau Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi letak ic k 
Pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja s1Hah 
diterimanya SPOP oleh subjek Pajak. 

Pajak 68 
(1) Berdasarkan SPOP, Bupati atau Pejabat menerbitkan SPPT. 
(2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berik 

a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) 
disampaikan dan setelah Wajib pajak ditegur tertulis oleh I ti 
atau Pejabat sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran 

b. Berdasarkan hasil pemerikasaan atau keterangan lain teri i . a 
jumlah pajak yang terutang lebih besar ciari jumlah pajal g 
dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib 

Bagian Kedua 
Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak 

Pasal 69 
(1) Untuk • mengetahui jumlah potensi pajak daerah, instansi rg 

berwenang melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah rck 
Pajak dan Wajib Pajak. 

(2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksucl rcra 
ayat (1)..diatas diawali dengan pengisian formulir pendaftarar . n 
formulir pendataan secara benar dan jelas dan dikembalikan k cia 
Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset a 
selanjutnya dicatat dalam daftar Induk Wajib Pajak berdw-;, : n 
nomor urut, yang digunakan sebagai pembuatan NPWD Hn 
dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah. 

(3) Berdasarkan formulir pendaftaran, Badan Pendapatan, Per ) .a 
Keuangan dan Asset Daerah menerbitkan NPWPD kepada .b 
Pajak dan dicatat dalam daftar induk Wajib Pajak sesuai c1, 1 
jenis objek pajak. 

Pasal 70 
(1) Setiap 3 (tiga) bulan sekali pajak yang telah memiliki NPWPD jb 

mengisi formulir pendataan dengan lengkap dan benar serta di ' da 



tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan h • a 

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan clan Asset Daerah. 

(2) Seluruh data yang diperoleh dan i data isian sebagaimana dimS d 
pada ayat (4) dihimpun dan dicatat dalam daftar Wajib Pajak dui ti -n 
bentuk kartu data, yang merupakan hasil akhir yang akan 
sebagai dasar perhitungan dan penetapan pajak terutang u 
sebagai dasar pemeriksaan SPtPD yang dilaporkan oleh Wajib 1 

(3) Bentuk dan tata cara pengisian formulir pendataan dan pen& 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Penetapan Pajak 

Pasal 71 
(1) Berdasarkan basil pendapatan, scbagimana dimaksud dalam 

70, Kepala Badan Penciapatan, Pengelola Keuangan dan 1 

Daerah menerbitkan SKPD sebagai dasar pemungutan pajak g 
terutang. 

(2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati m Li 
Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan Pajak Bumi dan B in 
Perdesaan dan Perkotaan. 

(3) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan SKPD sebagaH a 
dumaksud pada ayat (1) meliputi Pajak Air Tanah dan k 
Reklame. 

(4) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perk( a n 
membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT dan SI<PD 
sebagaimana dimaksud pasal 67 dan pasal 68. 

Pasal 72 
(1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan cii i) , ;tr 

sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakai 
(2) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah k 

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, k 
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak S r.g 
Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(3) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetJi l d r, n 
sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. 

(4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan c1 tr 
sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar k 
terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT. 

(5) Khusus BPHTB, pembayar pajak dilakukan dengan menggun [ 1, , n 
SSPD. 

(6) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan 
benar dan lengkap dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak !- a 
disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 
bahan untuk penelitian. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara pen 
pembayaran dan penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pad, tt 
(7) diatur dengan Peraturan Bupati 

Pasal 73 
(1) Sistem dan prosedur pemungutan BPHTB lebih lanjut ditet, 

dengan Peraturan Bupati. 
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput 

a. Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas h 
dan/atau Bangunan; 

b. Prosedur pembayaran BPHTB; 



c. Prosedur penelitian SSPD; 
d. Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas h 

dan/atau Bangunan; 
e. Prosedur pelaporan BPHTB 
f. Prosedur penagihan;dan 
g. Prosedur pengurangan 

Pasal 74 
(1) Untuk jenis pajak daerah yang dibayar sendiri dengan menggu; 1. n 

SPTPD, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah It 
terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk t 
menerbitkan: 
a. SKPDKB dalam hal : 

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keteranga: , 
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 

2) Jika SPTPD tidak disampaikan jangka waktu tertent , !;Ln 
setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan i ( la 
waktunya sebagaimana ditentukan; 

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajal, 
terutang dihitung secara jabatan. 

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru/atau data yang Ia 
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlal ik 
yang terutang. 

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tic 1a 
kredit pajak. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam S! _B 

sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan al . 2) 
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2°/ 
persen) sebulan dihitung dan i pajak yang kurang atau ter! Lat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua Puluh empat.1
dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenak. , jika 
Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tii 
pemeriksaan. 

(4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana din:: :1 s ad 
pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi 
berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kok 
pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan dihitung dan i pajak yang kurang atau terlarlbat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) H Ilan 
dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

Pasal 75 
(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersai , I , 

SPPT, SSPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksuc! 
Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dengan Peraturan Bupati. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisiail can 
penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakail . ) 3T. 
SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud I am 
Pasal 71 dan pasal 72 dengan Peraturan Bupati. 



Bagian Keempat 
Tata Cara Pemungutan Pajak 

Pasal 76 
(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika : 

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar; 
b. Dan i hasil penelitian SPTPD terdapat kakurangan pembayal an 

sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; 
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa hill 1ga 

dan/atau denda 
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagap 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah d 
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) 
bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak wt 
terutangnya pajak. 

(3) SKPD/SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh 
pembayaran dikenakan sanksi adminitratif berupa bunga seb, 
% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD. 

BAB IV 
PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pembayaran 

Pasal 77 
(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran 

penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh 
kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 ( 
bulan sejak tanggal diterimanya SPFY1' oleh Wajib Pajak. 

(2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain ng 
ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam 
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD. 

(3) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditl' 
hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selai 
lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukai l 
Bupati. 

(4) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang ter , g 
dengan menggunakan SSPD ke Kas Daerah melalui 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

(5) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan I tt 
pembayaran pajak oleh Bupati. 

Pasal 78 
(1) Pernbayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mernb,erikan persett , -in 

kepada Wajib Pajak untuk menunda dan mengangsur 
terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persy. n 
yang ditentukan. 

(3) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada a ‘ti 
dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenal an 
bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan untuk paling lan-1,1 15 
(lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak dan i jumlah iviak 
yang belum atau kurang bayar. 

(4) Persyaratan untuk menunda dan mengangsur pembayaran si rta 
tata cara pembayaran penundaan dan angsuran sebagaim,ma 
dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Peratti i an 
Bupati. 



Bagian Kedua 
Tata Cara Penagihan 

Pasal 79 
(1) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Kepi, 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Bat .
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berta. . 
merupakan dasar penagihan pajak. 

(2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang s, s 
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak I tic, 
dikeluarkan 7 (Tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegii I an 
atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib 
harus melunasi pajak yang terutang. 

(4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang s, s 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan eh 
pejabat. 

Pasal 80 
(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak di !! 13i 

dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Te_o u an 
atau Surat Peringatan maka jumlah pajak yang harus dibayar (I ti pat 
ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah 21 t(I t_ta 
puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Perin Lan 
atau surat lain yang sejenis. 

Pasal 81 
(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita pajak dengan perrr, c:n 

dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. 
(2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada 1 1 ) 

dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangya rm_ in at 
hari dan tanggal pemebritahuan Surat Paksa, nama juru sita
nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksp 

(3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jt, 1 a 
Pajak kepada: 
a. Penanggung Pajak di. tempat tinggal, tempat usaha at. Ii 

tempat lain yang memungkinkan; 
b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupur !!g 

bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penan , ! .g 
Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai; 

c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau
mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak i h 
meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau 

d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal durn 
harta warisan telah dibagi. 

(4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita k 
kepada: 
a. Pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal baik dit it 

kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal n
maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau 

b. Pegawai tingkat pimpinan di tempat usaha badan I ig 
bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat merit 
salah seorang sebagaimana pada huruf a. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa dibcrit.L n 
kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan, dan i rn 



hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat
diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani t k 
melakukan pemberesan, atau likuidator. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan 
kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpai. 
Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima 
dimaksud. 

(7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksucl (' a 
ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat a 

disampaikan melalui Kelurahan atau Pemerintahan Desa 
(8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak dik , t ii 

tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudulc. 1, 
penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan ! a 
mengumumkan melalui media massa. 

Pasal 82 
(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus clibayar tidak n-1(

dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberil. n 
surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera Surat Pc . 
melaksanakan penyitaan. 

(2) Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah b H t g 
yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedud Hi, 
atau di tempat lain yang pengusahaannya berada di tangan 
lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertenti. g 
dapat berupa: 
a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, kan 

deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro. WALI 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, 
atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan ii vJ al 
pada perusahaan lain; dan atau 

b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan k pal 
dengan isi kotor tertentu. 

(3) Atas barang yang disita dapat distempel atau disegel. 
(4) Tata cara penyitaan dan bentuk setempel atau segel ditetH)1.E n 

melalui Peraturan Bupati. 

•Pasal 83 
(1) Apabila hutang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dik H nsi 

setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksa n 
penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, mi t ! 1; !1..ri 
menggunakan atau memindahbukukan barang yang disita tn! uk 
pelundsan hutang pajak dan atau biaya penagihan pajak dimaHi 1(1. 

(2) Penjualan secara lelang dilakukan melalui Kantor Lelarip 
dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat 
hari terhitung sejak pengumuman lelang. 

(3) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam ayE: i 
dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (: i) 
belas) hari terhitung sejak penyitaan. 

(4) Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup 
melunasi biaya penagihan pajak dan hutang pajak, 
pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihat ! utg 
hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada penanggung jak 
paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang. 

(5) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum m( : , si 
jumlah pajak terutang setelah lewat 14 (empat belas) han uk 
tanggal pelaksaan surat perintah melaksanakan penyitaan, 



yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan 1 11 
pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. 

(6) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam , 
tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan n 
segera secara tertulis kepada wajib pajak. 

Pasal 84 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak daerah 
dengan Peraturan Bupati. 

(1) 

BAB V 
PEMBETULAN, PEMBATALAN, 

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAt 
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 85 
Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupat 
Pejabat yang ditunjuk dapat: 

a. Membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau 'I), 

SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya tei tt 

kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung clan/ • • 
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam pera ri 
perundang-undangan perpajakan daerah; 

b. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif 1 a 
bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang m( 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalai . , tal 
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajal, u 
bukan karena kesalahannya; 

c. Mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajab a 

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tatL, a 
yang ditentukan; dan 

e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berda:- n 
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau 1: 
tertentu objek pajak. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan, pemba t,t (11, 
pengurangan ketetapan pajak dan penghapusan atau pengur, n 
sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan Peraturan Bupati. 

BAB VI 
KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal 86 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati 

atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu: 
a. SKPD; 
b. SKPDKB; 
c. SKPDKBT; 
d. SKPDLB; 
e. SKPDN; dan 
f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarka : I 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan da( r , h. 
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia cit‘: an 

disertai alasan-alasan yang jelas. 
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 

bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemur:. n 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak I ) 



menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi 1< i ! ( na 
keadaan diluar kekuasaannya. 

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah memi) 
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai n a 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) t idak 
dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangIK n 

(6) Tanda Penerimaan surat keberatan yang di berikan oleh Bupati uau 
pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat kebera tan 
melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan rat 
keberatan. 

Pasal 87 
Bupati dan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, 
tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusai s 
keberatan yang diajukan. 
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa mer 
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah ‘, a 
pajak yang terutang. 
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan ig 
diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

(3) 

(1) 

Pasal 88 
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kui c a 
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannyu g 
ditetapkan oleh Bupati. 
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (I) di, 
secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yam ‘ Ls 
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan dit( l i 
dilampiri salinan dan i surat keputusan keberatan tersebut. 
Pengajuan permohonan banding menangguhkan key, ,
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak t ,zal 
penerbitan putusan banding. 

Pasal 89 
Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikal u1 itn 
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran 
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2`>, 
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bula! , 
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitum 
bulan- pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. 
Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan se 
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebes 
(lima puluh persen) dan i jumlah pajak berdasarkan kepl: : ' ;iLn 
keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar scL urn 
mengajukan keberatan. 
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, I- si 
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh n) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. 
Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan 
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sLsar 
100% (seratus persen) dan i jumlah pajak berdasarkan . : ;:tri 
Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah c111) ,yar 
sebelum mengajukan keberatan. 



BAB VII 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 90 
(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat menga 

permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat 
ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kuran 
a. Nama dan alamat Wajib Pajak; 
b. Masa Pajak; 
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; 
d. Alasan yang jelas. 

(2) Bupati dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak diterir 1: \ a 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran :1k 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), harus memb( 
keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keput 
permohonan pengembalian pembayaran pajak atau ret; ;i 
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jn ,k a 
waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 1an ing 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang ak 
tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimak; ad 
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (cl la) 
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan s: :11-1 
lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesa 1. 2"/.0 
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kele1 , 1 1 nn 
pembayaran pajak. 

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebaga , , a 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB VIII 
KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 91 
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedallH -,a 

setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejah tat 
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan k 
pida.na di bidang perpajakan daerah. 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada a L) 
tertangguh apabila: 
a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau 
b. Ada pengakuan utang pajak dan i Wajib Pajak, baik 

maupun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebaga n t ta 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di: . 
sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. 

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dirmi aLd 
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadar I1aa
menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melun: , - 
kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dim A 
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dan i pengajuan permc hi ) an 



angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan kelp( a 

oleh Wajib Pajak. 

Pasal 92 
(1) Piutang Pajak yang tidak mengkin ditagih lagi karena hak 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedalti a 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedalu a 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB IX 
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

Pasal 93 
Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling
Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun lb 
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 
Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tat, , a 
pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada a ,
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 94 
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mela' . 11 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kew. 
perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan pen' 
perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi. 

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib: 
a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau ca  I Ali, 

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain ag 
berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang; 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat u 
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan tr a 
kelancaran pemeriksaan; dan/atau 

c. Memberikan keterangan yang diperlukan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak H iir 

dengan Peratuan Bupati. 

'BAB X 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 95 
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat ri 

insentif_atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditet : 1n n 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaH aia 

dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-und . 1 1 n 
yang berlaku. 

BAB XI 
PENGHARGAAN 

Pasal 96 
(1) Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dapat diL n 

penghargaan atas kepatuhan dan ketaatan dalam pembi . . 
pajak. 

(2) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan 
Keputusan Bupati. 



BAB XII 
KETENTUAN KHUSUS 

Pasal 97 
(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain

sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh b 
Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menja1nikui
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 9. a 
terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk mem! ; ; 
dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-unci 
perpajakan daerah. 

(3) Dikecualikan dan i ketentuan sebagaimana dimaksud pada av ( 1) 
dan ayat (2) adalah : 
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atm. 

ahli dalam sidang pengadilan; 
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh i ti 

untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga i a 
atau instansi pemerintah yang berwenang mcla . n 
pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah. 

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin 1 ; ;1 is 
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar membi ' [ n 
keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan i atau tentang ' 1/4' b 
Pajak kepada pihak yang ditunjuk. 

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam p. -a 
pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hid. irn 

Acara Pidana, dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat ni ri 
izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada av: I ), 
dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), :1‹ 
memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan kcte! 
Wajib Pajak yang ada padanya. 

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), . is 
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keteranga. 
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdati. 
bersangkutan dengan keterangan yang diminta. 

BAB XIII 
PENYI DI KAN 

Pasal 98 

(1) Pejabat.. Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemc th 
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakttkan 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan du ah, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum A , Lira 

Pidana. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah ag 
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketcni in 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adal 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ketei wig an 

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dil ,i( 'n rig 
perpajakan daerah agar keterangan atau laporan t( I ut 
menjadi lebih lengkap dan jelas; 



b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan meIi 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan ng 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpa I; I n 
daerah; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan i orang pribadi tu 
badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daen , 1 

d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkei an
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 1 , 1 !< ti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakuhz:n 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan , 1 : ; ts 
penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah; 

g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang ses( iLg 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemen n 
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, L di, 
dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak la 
perpajakan daerah; 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
sebagai tersangka atau saksi; 

j. Menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelai . :n 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitai •,in 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil .1 .ra 
kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Re: : )! il< 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Ui g-
Undang Hukum Acara Pidana. 

BAB XIV 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 99 
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTF' . LI) 
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak mengemi in 
SPTPD kepada Badan Pengelola Pajak Daerah dikenakan denda dn tiu
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berlaku. 

Pasal 100 
Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 adalah berupa H ,]cia 
sebesar 2% (dua persen) dan i besarnya pokok pajak yang belurn ar 
dan atau dilaporkan oleh wajib pajak. 

Pasal 101 
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 menu; kan 
penerimaan negara/daerah. 

BAB XV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 102 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih t( -r. ng 
berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis pajak sebapi na 
dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan ): , .]ah 



yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 ( 
tahun terhitung sejak saat terutang. 

BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 103 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan F 
Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak F h 
(Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2011 Nom(. , 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 104 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund, in 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Di 11 
Kabupaten Padang Lawas. 

Ditetapkan di Sibuhuan 
Pada tanggal U D se.x462s- )19 
BUPATI PADANG LAWA , 

ALI SUTAN HARAHAP 

Diundangkan di Sibuhuan 
pada tanggal UOeNex,-166,-- 2019 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS 

N, NST. 

MBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2019 N( HI )R 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS, 
PROVINSI SUMATERA UTARA: (11/207/2019) 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS 
NOMOR TAHUN 2019 

TENTANG 
PAJAK DAERAH 

I. UMUM 
Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daera. n 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 9 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia IN)Ilior 
5049) didalamnya terdapat 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah k 
merupakan jenis pajak lama maupun jenis baru, yaitu Pajak i 1, 
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penei n 
Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, 
Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak iii 
Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
Dengan dilakukannya perluasan terhadap beberapa Objek Paj ! n 
penambahan jenis Pajak sehingga diharapkan dapat men : ; h 
sumber Pendapatan Ash i Daerah yang bermuara pada peninL L n 
kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, serta mernh, n 
keleluasaan Pemerintah Daerah dalam menggali potensi k 
daerah. 
Peraturan Daerah ini diharapkan mampu memberikan kej n 
bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya dihar. , 1 
dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mem , t -n 
kewajiban perpajakannya. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup Jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup Jelas. 
Pasal 4 

Cukup Jelas. 
Pasal 5 

Cukup Jelas. 
Pasal 6 

Cukup Jelas. 
Pasal 7 

Cukup Jelas. 
Pasal 8 

Cukup Jelas. 
Pasal 9 

Cukup Jelas. 
Pasal 10 

Cukup Jelas. 
Pasal 11 

Cukup jelas. 
Pasal 12 

Cukup Jelas. 
Pasal 13 

Cukup Jelas. 



Pasal 14 
Cukup Jelas. 

Pasal 15 
Cukup Jelas. 

Pasal 16 
Cukup Jelas. 

Pasal 17 
Cukup Jelas. 

Pasal 18 
Cukup Jelas. 

Pasal 19 
Cukup Jelas. 

Pasal 20 
Ayat (1) dan (2) cukup jelas 
Ayat (3) 
Dalam hal penyelenggaraan reklame dilakukan sendiF Li 

nilai kontrak tidak dapat diketahui, Nilai Sewa e 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung d . n 
memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, 
penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, j, h 
dan ukuran media reklame. 

Pasal 21 
Cukup Jelas. 

Pasal 22 
Cukup Jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas 

Pasal 25 
Cukup Jelas. 

Pasal 26 
Cukup Jelas. 

Pasal 27 
Cukup Jelas. 

Pasal 28 
Cukup Jelas. 

Pasal 29 
Ayat (1) 

Subjek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 
pribadi atau badan hukum yang langsung mengambil 
bukan logam dan batuan atau dapat juga dikenakan ; ) 
pihak yang memanfaatkan Mineral Bukan Logan 
Batuan. 

Ayat (2) 
Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan orang 17: 
atau badan hukum yang langsung mengambil mineral i) ,
logam dan batuan atau dapat juga dikenakan kepada k 
yang memanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

Pasal 30 
Cukup Jelas. 

Pasal 31 
Cukup Jelas. 



Pasal 32 
Cukup Jelas 

Pasal 33 
Cukup Jelas. 

Pasal 34 
Cukup Jelas. 

Pasal 35 
Cukup Jelas 

Pasal 36 
Cukup Jelas. 

Pasal 37 
Cukup Jelas. 

Pasal 38 
Cukup Jelas. 

Pasal 39 
Cukup Jelas. 

Pasal 40 
Cukup Jelas. 

Pasal 41 
Cukup Jelas 

Pasal 42 
Cukup Jelas. 

Pasal 43 
Cukup Jelas. 

Pasal 44 
Cukup Jelas. 

Pasal 45 
Cukup Jelas. 

Pasal 46 
Cukup Jelas. 

Pasal 47 
Cukup jelas 

Pasal 48 
Cukup Jelas. 

Pasal 49 
Cukup Jelas. 

Pasal 50 
Cukup Jelas. 

Pasal 51 
Cukup Jelas. 

Pasal 52 
Pemberian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak s( r 
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hanya diberil< 1 
(satu) objek pajak dalam setiap Wajib Pajak. 

Pasal 53 
Cukup Jelas. 

Pasal 54 
Ayat (4) 

Pengenaan tarif dengan perhitungan secara progresif a 
dengan menghitung pajak terhutang berdasarkan ! , . sil 
perkalian NJOP dengan tarif pertama (0,1%), sedangkai a 
NJOP dengan tarif kedua (0,15%) dan seterusnya. 

Pasal 55 
Cukup Jelas. 



Pasal 56 
Cukup Jelas. 

Pasal 57 
Cukup Jelas. 

Pasal 58 
Cukup jelas 
Pasal 59 

Cukup Jelas. 
Pasal 60 

Cukup Jelas. 
Pasal 61 

Cukup Jelas. 
Pasal 62 

Cukup Jelas. 
Pasal 63 

Cukup Jelas. 
Pasal 64 

Cukup Jelas. 
Pasal 65 

Cukup Jelas. 
Pasal 66 

Cukup Jelas. 
Pasal 67 

Cukup Jelas. 
Pasal 68 

Cukup Jelas. 
Pasal 69 

Cukup Jelas. 
Pasal 70 

Cukup Jelas. 
Pasal 71 

Cukup jelas. 
Pasal 72 

Cukup Jelas. 
Pasal 73 

Cukup Jelas. 
Pasal 74 

Cukup Jelas. 
Pasal 75 

Cukup Jelas. 
Pasal 76 

-Cukup Jelas. 
Pasal 77 

Cukup jelas 
Pasal 78 

Cukup Jelas. 
Pasal 79 

Cukup Jelas. 
Pasal 80 

Cukup Jelas. 
Pasal 81 

Cukup Jelas. 
Pasal 82 

Cukup Jelas. 
Pasal 83 

Cukup Jelas. 



Pasal 84 
Cukup Jelas. 

Pasal 85 
Cukup Jelas. 

Pasal 86 
Cukup jelas. 

Pasal 87 
Cukup Jelas. 

Pasal 88 
Cukup Jelas. 

Pasal 89 
Cukup Jelas. 

Pasal 90 
Cukup Jelas. 

Pasal 91 
Cukup Jelas. 

Pasal 92 
Cukup Jelas. 

Pasal 93 
Cukup Jelas. 

Pasal 94 
Cukup Jelas. 

Pasal 95 
Cukup Jelas. 

Pasal 96 
Cukup Jelas. 

Pasal 97 
Cukup Jelas. 

Pasal 98 
Cukup Jelas. 

Pasal 99 
Cukup Jelas. 

Pasal 100 
Cukup Jelas. 

Pasal 101 
Cukup Jelas. 

Pasal 102 
Cukup Jelas. 

Pasal 103 
Cukup Jelas. 

Pasal 104 
Cukup Jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS 


